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ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum pidana berkailan dengan hukum 
publik, aninya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan 
menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Di mana keberadaan 
hukum sebagai penyeikmbang atau penyelaras ketertiban dan kenyamanan hidup antara 
individu dengan kelompok masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang dasar 
pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku karena kesalahannya 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan penerapan teori Deelneming (Penyertaan) 
pada putusan hakim terhadap pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya 
nyawa orang lain. Untuk menjawab permasalahan ini. penulis menggunakan metode 
penelitian normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : J). 
Pada Putusan Perkara No. J 49/P i d. B/2013: PN. Dps dan Putusan Perkara N o. 
150/Pid. B/2013/PN. Dps bahwa hakim dalam membuat putusannya hanya berorientasi pada 
fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
harus berpedoman pada unsur-unsur yang bersifat yuridis dan non yuridis yang bertujuan 
agar setiap putusan hakim yang dihasilkan dapat bersifat adil baik bagi pelaku maupun 
korban dari suatu tindak pidana yang sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan di 
Indonesia yaitu demi tercapainya suatu keadilan bagi seluruh warga negaranya. 2) 
penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 359 K UH P jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan dan Gedung jo Pasal 55 ayal (J) ke 1 KUHP. 3) Pada Putusan Perkara No. 
149 P id. B 2013/PN. Dps dan Putusan Perkara No. 150 P i d. B 2013 PN. Dps merupakan 
penerapan dari teori Penyertaan (Deelneming). Menurut teori ini. bahwa yang menjadi 
dasar pemidanaan itu karena terjadinya kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola 
proyek pembangunan parkir ba semen t pasar Badung.

Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan Kerja, Pertimbangan Hakim, Penerapan 
Teori Penyertaan

Palembang, Juni 2014
Pembimbing Utama, PembLmrhing Pembantu,

II. M Rasyid Arimam S.II.» M.M
NIP/195101201976121001

Ketua Bagian Studi H

HennyMinWsih S.H.. M.H 
, NIP. 19^301242009122001
um Dan Sistem Peradilan Pidana
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.1 Hukum pidana beikaitan 

dengan hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga 

dengan negara dan menitikberatkan kepada kepenlinganumum atau kepentingan 

publik. Dimana keberadaan hukum sebagai penyeimbang atau penyelaras 

ketertiban dan kenyamanan hidup antara individu dengan kelompok masyarakat.

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak 

sekali permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang 

berat hingga yang hilang. Hukum disini memiliki arti yang penting dalam aspek 

kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia yang satu dengan yang lain.

Pada dasarnya hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak sehingga 

menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari 

sudut mana mereka memandangnya.' Pada penelitian ini akan dikaji tentang 

kesalahan/kealpaan yang menyebabkan hilangnya nvawa orang lain. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan 

kesalahan, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo 

mengenai Pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang

Lihat Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
* r«guh Prasctyo. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2()l 1. hlm. 1 

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. hlm. 11

1
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2

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa '‘karena salahnya’ sama dengan 

kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.4

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 
mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
kurungan paling lama satu tahun'

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan 

disebut dengan Culpci. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang 

berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa arti culpci 

adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum 

mempunyai arti teknis, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak 

disengaja teijadi.25

Pada penelitian ini perkara yang akan dikaji adalah Putusan Mahkamah 

Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps dan Putusan Mahkamah Agung No.

150/Pid.B/2013/PN.Dps. Pada perkara ini kelalaian/kealpaan terjadi pada tahun 

2012. Telah terjadi kecelakaan kerja yang bertempat di Pembangunan Parkir 

Basement di Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung Kota Denpasar. Kasus ini 

berawal dari adanya Kontrak Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan 

Pembangunan Parkir Basement di Jalan Sulawesi dan Pelataran Pasar Badung 

Kota Denpasar antara Pemerintahan Kota Denpasar (Dinas Tata Ruang dan 

Perumahan) dengan PT. Sekar Kedaton Nusantara dimana terdakwa NANANG 

BUDI YONO selaku Mandor Proyek Pembangunan parkir basement Pasar

illii^//lIlJ}iLkimipiilinc.conj/kliiiik/detail/lt51d392cP)865d/adakah-ukLi!:ni-l,ri;»l.-nr.n- 
tliUiliUrllWkum-piclana diakses pada tanggal 20 Mei 2014 pukul 18.85 WIB 

Ibul
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Badung dengan lugas dan tanggung jaw ab mengatur dan menentu areal pekerjaan 

kepada pekerja yang diberi petunjuk oleh Projek Manager dari Aries Ridalmi 

Achmad Ridjani (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Site Manager / pelaksana 

yang bernama Imran Ady Widarta (terdakwa dalam berkas tei pisah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 Wila ketika 

proyek sedang berjalan dalam suasana cerali sore hari, atas perintah dari terdakv\a 

Nanang Budi Yono selaku Mandor Proyek, saksi Suherudin, saksi Dadang, saksi 

Korban Salir dan Sanan sedang mengerjakan galian tanah sedalam 4 (empat) 

meter dengan posisi saksi Suherudin berada disamping galian sedalam 4 (empat) 

meter bersama saksi Dadang, sedangkan saksi korban Satir berada disamping 

saksi Suherudin sedang melakukan pengeboran galian tanah setinggi 4 (empat) 

meter, dan oleh saksi korban Satir di Bor dengan bor beton (Drill) dan berusaha 

menggali lagi kedalaman 35 cm dan tinggi 90 cm, sedangkan saksi korban Sanan 

berada disamping kanan saksi Suherudin sedang memasang Batako untuk dibuat 

Pondasi yang akan dipasang besi sebagai cakar ayam, karena lokasi galian yang 

persis berada di samping jalan Sulawesi dan ternyata dialas galian terdapat pipa

DSDP dan galian pipa DSD tersebut ditimbun dengan menggunakan pasir dan 

kerikil sehingga pinggir tanah galian tersebut menjadi tipis dan begitu saksi 

Suherudin, saksi Dadang, saksi korban Satir dan Sanan melakukan aktifitas

d i bawahnya menyebabakan tanah pinggiran galian tersebut akhirnya menjadi 

longsor dan secara tiba-tiba longsor dan longsoran tanah tersebut langsung 

menimpa saksi korban Satir yang sedang mengebor dengan menggunakan 

sehingga longsoran tanah langsung menimbun tubuhnya sampai dengan ke leher

Drill
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sedangkan bagian kepalanya masih kelihaian dengan luka mala kiri bengkak dan 

mulut mengeluarkan darah, kepala bagian belakang juga mengeluarkan darah, 

sedangkan longsoran tanah menimpa seluruh badan dari saksi korban Sanan yang 

tidak sempal melarikan diri. Akhirnya saksi korban Satir dan Sanan berusaha 

ditolong oleh teman-teman yang lain termasuk saksi Suherudin dan Saksi Dadang 

mengeluarkannya dari timbunan tanah dan membawa ke Rumah Sakit 

namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. 6

Berkailan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka pada pihak 

yang berwenang dalam pengadaan Pembangunan Parkir Basement Pasar Badung 

yaitu Nanang Budi Yono selaku Mandor Proyek Pembangunan Parkir Basement 

Pasar Badung harus menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai 

dengan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Keija pada lokasi pelaksanaan 

pekerjan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 147 / Men / 86 dan No. 104 / KPTS / 1986 Untuk 

keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja di dalam kontrak kerja langgal 

22 Mei 2012 d i mana pada pasal 2 menyebutkan :

yang

■'Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pekerja atau bagian pekerja 
dalam pelaksanaan kegiatan kontruksi, wajib memenuhi syarat-syarat 
keselamatan kerja seperti yang ditetapkan dalam buku pedoman tersebut 
pada pasal L kemudian pada pasal 1 dijelaskan bahwa sebagai persyaratan 
teknis pelaksanaan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi 
PER. 01/Men/1980 Tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada 
kontruksi Bangunan''

Bila dilihat dari peristiwa diatas. hal itu terjadi karena lemahnya peng 

terhadap Pembangunan Parkir Basement Pasar Badung oleh pihak

nomor

awasan

penanggung

6 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 149/Pid. 13/2013/PN. Dps. dan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor : 150/Pid. B/2013/PN.Dps

r
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jawab areal pekerjaan. Dalam Kilab Undang-Undang Hukum Pidana lelah diatur 

tentang suatu hal yang menyebabkan mati atau luka-lukanya seseorang karena 

akibat dari suatu kesalahan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(K U H P) menyatakan bahwa : “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) 

menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 

tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dengan adanya uraian tersebut, maka bagi setiap orang yang terbukti bersalah 

dalam perkara yang telah dikemukakan diatas dapat dihukum dengan pedoman 

Pasal 359 KUHP tersebut. Pada pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung juga menyatakan bahwa 7:

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana”.

Terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : 

pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didalam dakwaan Kesatu dan 

atau pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Jo pasal 2009 Jo pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 

dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum yaitu 

pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayal (l) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bang 
Nomor 134 Tahun 2002 Gedung, Lembar Negara RIunan
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2. Unsur karena kealpaannya alau kurang hati-halinya;

3. Unsur menyebabkan matinya alau meninggalnya orang lain;

4. Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang lurut serta

melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dialas, maka perlu diketahui bagaimanakah 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan 

perundangan-perundangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai 

keadilan bagi masyarakat khususnya yang menjadi korban kecelakaan.

Hal dialas berkailan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban

pidana dan pemidanaan kepada pihak pengelola pembangunan parkir basement.

yang dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengelola pembangunan parkir

basement dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkam sanksi pidana nya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terelarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terhadap Pelaku Yang Karena Kesalahannya Menyebabkan Hilangnya 

Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.

dan Putusan Mahkamah149.Pid.B/2013/PN/Dps Agung No.

150/Pid.B/2013/PN.Dps)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam tulisan ini ialah :

r
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Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 

pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang 

lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.Dps 

dan Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid. B/2013/PN. Dps) ?

1.

2. Bagaimana penerapan teori Deelneming (Penyertaan) pada putusan hakim 

terhadap pelaku yang karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa

Putusan Mahkamah Agung No.orang lain (Studi Kasus

149/Pid. B/2013/PN. Dps dan Putusan Mahkamah Agung No.

150/Pid. B/2013/PN. Dps)?

C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan, tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana "Karena kesalahannya

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain".

2. Untuk mengetahui penerapan teori Deelneming terhadap putusan hakim 

dalam tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya 

nyawa orang lain".

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambali wawasan dalam pengembangan ilmu 

hukum bagi kalangan akademis atas rumusan permasalahan diatas yang

r
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berkailan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

terhadap tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya 

nyawa orang lain” dan penerapan teori pemidanaan terhadap tindak pidana 

'‘Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain .

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangsih bagi kalangan masyarakat umum dan 

mahasiswa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana dan penerapan teori pemidanaan terhadap putusan hakim dan 

tindak pidana “Karena kesalahannya menyebabkan hilangnya nyawa orang

lain”.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi 

pembahasan dengan membahas tentang permasalahan dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku yang karena 

kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan 

Penerapan pemidanaan pada putusan hakim terhadap pelaku yang karena 

kesalahannya/kelalaiannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Studi 

Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 149/Pid.B/2013/PN.DPS dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Dps).
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F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu teori Putusan 

Hakim dan Teori Deelneming.

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendektan yang dapat 

digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan 

dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimakud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan

perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan

masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim 

menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap 

pelaku tindak pidana, hakim akan meihat keadaan pihak terdakwa atau 

penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan

Ahmad Kilai. Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Prooresi/ 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105-112 " ‘
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oleh hakim dalam penjatuhan sualun putusan, lebih ditentukan oleh 

instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehalia-hatian 

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, 

keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus 

suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata alas dasar instuisi atau 

instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan 

hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu 

perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pendekatan

Pengalaman dari seorang hukum merupakan hal yang dapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 

sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim 

dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku korban dan 

masyarakat.

e. Teori Ratio DecUiendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakan, kemudian perundang-undanganmencari

r
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yang relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Landasan teori ini kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap 

tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, 

dipupuk dan dibina. Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari

suatu kejahatan, upaya perlindungan terhadap anak yang lelah

melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga

dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik

pelaku tindak pidana anak dan sebagai pencegahan umum dan khusus.

2. Teori Penyertaan (Deelneniing)

Pengertian Teori Penyertaan (Deelneniing)

Menurut doktrin, penyertaan (cieclneming) itu dibedakan menjadi 2 

(dua) kelompok yaitu 9: 

a. Yang berdiri sendiri,

1.

d i mana tiap-tiap peserta diminta

pertanggungjawabannya sendir-sendiri

hihmi Raghib, Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana 
l enudanaan) Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm. 17-1 dan

r
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b. Yang tidak berdiri sendiri, dimana pertanggungjawaban seorang 

peserta digantungkan di peserta lain.

Pengaturan deelneming atau keturutsertaan telah diatur dalam pasal 55 

KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai 

ketentuan-ketentuan pidana didalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu 

disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader), 

keturutsertaan (deelneming), dari pada disebut semata-mata sebagai 

pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya 

dilakukan oleh para penulis Belanda.10

Menurut Von Feurbach deelneming dibedakan menjadi 2 bagian, vaitu11:

a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana, yang disebut

sebagai : "Auctores" atau ''Urhehef'.

b. Mereka yang hanya membantu usaha mereka yang disebut pada (a) dialas 

yang disebut sebagai : “Gehilfe".

Adapun seseorang untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta 

dalam suatu tindak pidana kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain dan orang tersebut secara langsung ataupun

secara fisik ikut serta dalam suatu tindak pidana kesalahannya 

kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa

atau

pen\ ertaan dalam suatu tindak pidana terdapat

P A.l* I .aminlang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Adilva Bakti 
Bandung, 2011, hlm. 181

11 Ibidy hlm. 175
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apabila dalam sualu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau

lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak

12pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu

a. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.

b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan 

sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak 

pidana tersebut.

c. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain 

membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

2. Bentuk - Bentuk Teori Penyertaan (Deeliteming)

Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut 

sebagai 13:

a. Pembuat atau Dader dalam Pasal 55 KUHP

b. Pembantu atau Medeplichtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat 

dipidana14 :

a. Pelaku atau Pleger

b. Menyuruh atau melakukan doenpleger 

Turut serta atau mecleplegcr 

d Penganjur atau uitlokker

c.

Teguh Prasctyo, Op.Cit., hlm. 203 
Ibid, hlm. 203 

14 Ibici, hlm. 205

r
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Pada Pasal 56 KUHP menyalakan bahwa siapa yang dipidana 

sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan.

b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan.

3. Dader (si pembuat)

Satochid Kertanegara menerjemahkan kala dader dengan istilah 

“pelaku”, sedangkan Meoljatno memberikan istilah dcider sebagai : tindak 

pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak

pidana, sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam Undang- 

Undang. Unsur-unsur itu dapat dibagi atas16 :

a. Unsur-unsur objektif, artinya unsur-unsur yang terdapat diluar diri

sipembuat. Ini dapat berupa :

1. Perbuatan (hande/ing)

2. Akibat (gevolg)

3. Keadaan (omstendigheid)

b. Unsur-Unsur subjektif, artinya unsur-unsur yang terdapalq pada iri 

sipembuat, yang dapat berupa :

1. Sengaja {do Jus)

2. Kelalaian (culpci)

15 Ibid hlm. 205
10 Fahmi Ragliib, Op.Cit.. hlm. 176

r
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Dengan demikian, maka dader (si pembuat) itu. menurut doktrin ialah

objektif dan unsur subjektifbarang siapa yang memenuhi semua 

tersebut. Biasanya dalam rumusan Undang-Undang siapa si pembuat itu

unsur

tidaklah terlalu sukar mencarinya. Walaupun demikian, ada kalanya 

undang-undang melarang terjadinya sualu keadaan tanpa menunjuk 

siapakah yang harus bertanggungjawab atas terjadinya keadaan itu.

4. MedeplichtigheUl (Membantu)

Pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP membedakan “pembantu” itu atas 

dua jenis18:

a. Pembantu pada saat kejadian dilakukan : Daya upaya membantu disini

tidak dibatasi, boleh apa saja, baik materiil ataupun moril.

b. Pembantu sebelum kejadian dilakukan : disini daya upaya bantuan itu

ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, yakni

kesempatan, sarana (alat-alat) dan keterangan.

Penyertaan (Deelneming), adalah pengertian yang meliputi semua 

bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis 

maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga 

melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja 

yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari 

mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bias tidak 

apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana

sama

sama

maupun

M Rasvitl Ariman, Hukum Pidana Indonesia. Percetakan Universitas Sriwijava 
Palembang, 2007. hlm. 179 

1 Ibid, hlm. ISO

r
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lerhadap peserla yang lain. Telapi perbedaan-perbedaan yang ada pada 

masing-masing i lu terjalinlah sualu hubungan yang sedemikian lupa 

eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, 

yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.19

Penjelasan mengenai 4 golongan yang dapat dipidana dalam Pasal 55

KUHP yaitu :

1. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: Pleger)

Seorang Pleger itu adalah orang yang karena perbuatannvalah yang

melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbutan pembuat pelaksana

pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud. Bagi

seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya,

baik secara psikis misalnya terlibat dengan seorang pembual penganjur 

atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserla atau pembuat 

pembantu. Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserla lain 

dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal 

sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian 

sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk 

terwujudnya tindak pidana yang dituju.20

rupa

'r -n ,Ada,m Vh‘T/aWi' Pelai°ron Hukum Pidana S (Sistem Pidana. Tindak Pidana. Teori- 
con / enudanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grailndo Persada 2005 hlm 157 

* Ibid, hlm. 85 ’
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2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (pembual Penvuruh : Doen Pleger)

Di d alam sualu doen pleger ilu ilu dijelaskan terdapal seseorang yang 

menyuruh oran glain melakukan sualu tindak pidana tersebut. Menurut 

ketentuan pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang 

menyuruh orang lain melakukan sualu tindak pidana itu biasanya disebut 

sebagai seorang middelijke dcider artau seorang mittelbcire dctder, yang 

artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai sorang pelaku 

tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan 

sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedang 

orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya 

disebut sebagai orang materieele dcider atau seorang pelaku material.21

Pasal 55 KUHP, seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi 

hukum yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan 

kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat 

dijatuhkan kepada dctder 22

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembual Peserta : Medepleger)

Turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat 

(meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Hoge Raad dalam 

ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk 

pembual peserta, yaitu 23:

arreslnva

a. Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi.

P-A.P Uimintang, Op.Cit., hlm. 609 
“ Ibid hlm. 90
W Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 103
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b. Para peserta lelah sama-sama melaksanakan Idak pidana yang

dimaksudkan.

Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pembantu hanyalah _ 

dari sudut kesengajaan saja (sudut subjektif), kesengajaan pembuat pembantu 

hanya ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah lerwujudkan kejahatan 

bagi orang lain, dia tidak mempunyai kepentingan yang sama dengan 

pembuat pelaksananya. Sedangkan pada pembuat peserta kesengajaan 

ditujukan pada penyelesaian tindak pidana, adalah sama dengan kesengajaan 

dari pembuat pelaksananya.24

Menurut Doktrin mengajukan 2 syarat untuk adanya medepleger25 :

a. Harus ada kerja sama secara fisik (Pysiek samenwerking), artinya para 

peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan 

keuatan tenaga badan.

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk 

melakukan tindak pidana itu.

Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur : Uitlokkcr)4.

Orang yang sengaja menganjurkan (pembual penganjur, disebut 

inteUecmalis), seperti juga apda orang yang menyuruh melakukan, tidak 

mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau 

Pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat

singkat, ialah yang menyuruh lakukan (cioen plegcn), tetapi pada bentuk 

: ' Ibui, hlm. 103
25 Rasyid Ariman, Op.Cit., hlm. 181

: ctiicior
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orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, 

dengan menyebutkan unsur objektif, yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan 

itu selengkapnya ialah : “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 

dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan5’.26

sesuatu,

Profesor van Hamel telah merumuskan uillokking itu sebagai suatu 

bentuk deelneming atau keturutsertaan berupa “kesengajaan menggerakan 

lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk 

melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah

oran

ditentukan oleh undang-undang karean telah bergerak, orang tersebut

kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang

bersangkutan27*'.

Dari rumusan mengenai uitlokker menurut Prof. Van Hamel dialas, dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa antar doenplegen atau menyuruh lakukan 

dengan uitlokker atau menggerakan oran lain untuk melakukan suatu tindak 

pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam cioen p legen itu 

orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang 

didalam doktrin juga sering disebut sebagai c/oen pleger atau manus clominci 

itu telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya.

f’ Aclami Chazawi. O p. 17 /., hlm. 112 
P A.F Lumitilang, Op.C'ithlm. 634

r
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melainkan dengan perantara orang lain, yang biasanya sebagai mcinus 

28minsira.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

Penelitian yuridis normatif adalahpenelitian yuridis normatif, 

mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas di 

dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.29 Penelitian

yuridis normatif ini juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

meneliti data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisis dalam 

penelitian, berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang 

berkaitan dengan pengertian ini/0

cara

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dan studi dokumen yang mencakup'1 :

A. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan dalam penelitian skripsi tersebut, berupa peraturan 

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek dalam skripsi 

antara lain :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

/bui, hlm. 634-635
’ S™ Mamudji, Penelitian Hukum Normatif.\ Raja Grafindo, Jakarta. 2012 hlm 3 3 
70 Ihid, hlm. 14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, I Jl Press, Jakarta, 2007, hlm . 52

r
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c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung.

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau yang dapat membantu dalam menganalisa bahan 

hukum primer, berupa teori-teori, hipotesa, pendapat para ahli 

dan hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengansarjana,
^2permasalahan.'

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan 

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan- 

bahan lain. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus

inggris Indonesia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, esiklopedia.

dan sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan perundang-undangan (stcitute cipprocich) yaitu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti. ''’ Dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan 

kasus (ccisc approach) yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan 

norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama 

'2 Ibid hlm. 53
Peler Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm.

r
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mengenai kasus-kasus yang lelah dipulus sebagaimana yang dapal dilihat 

dalam Putusan Pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder 

(pustaka), yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk 

tertulis yang disebut “bahan hukum”. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode studi dokumen atau bahan pustaka berupa pencarian literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka 

pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana 

jaringan internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian

kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 

didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum 

tertulis.'4

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

Kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) 

melalui metode yang bersifat deskripsi analisis, yaitu menguraikan 

gambaran dari bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan satu

31 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 251

r
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lain dengan melakukan metode deduksi dan induksi untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan.35

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik 

kesimpulan dari data yang didapat dalam penelitian/6 Dalam penelitian 

dilakukan oleh penulis, metode penarikan kesimpulan yang 

dipergunakan adalah induktif-deduktif. Metode induktif yaitu menekankan 

pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamalan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang 

bersifat umum/7 Sedangkan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan 

yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus.''8

sama

yang

Usmawadi, J elwyuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Materi PLKM), Laboratorium 
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009 hlm 278 

30 Ibuk hlm. 55
,nnQ .. ' Ahmml Socbani’ Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
zuuo, mm. 11 z Jakarta,

lnn. . i Hambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada 
Ivvo, hlm. 10 Jakarta,

r
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